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STUDIDESKRIPS|I TENTANG ORGANISAS| FORUM LINTAS PELAKU
JARING PENGAMAN SOSIAL (FLP-JPS)
TAHUN ANGGARAN 188872000 DAN 2000

(KASUS FLP-JPS KABUPATEN/KOTA DIPROPINS] SUMATERA BARAT)

1. PENMDAHULUAN

Setelah memasuki tahun  keempat. program Jaring Pengaman Sosial
(JPS) yang diuncurkan pemerintah sebagal tindaken uniuk menyelamatkan
kondis| sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak krisis temyata dalam
pelaksanaannya bamyek menemul  hambatan, Hambatan-hambatan  tersebut
misainya pemah dikemukakan oleh Philip J. Clarke, Kepsala Program Pangen
Dunia (World Food Programe) yang mengatekan bahwe pelaksanasn Program
JPS iy mengesankan ketergesa-gesaan  yang  akhimya  mengakibatkan
heberapa permasalahan antara lein (1) oleh karena masaleh kemiskinan di
Indonesia terlalu dibesar-besarken maka perkiraan jumlah sasaran termyste lebih
besar dari yang sebenamya terfedi di lapangan, (2) lambannya penyaluran
bantuan sehingga tindakan penyelamatan tidak dapat segera diatasi’,

Hambatan lin mengenal pelaksanaan pregram JPS dpantau pula oleh
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti LP2ES Jakarta. Hasil pantauan
LP3ES  tersebut antara lain (1) program JPS cenderung menghilangkan
kreativitas masyaraket untuk mandin; (2) slokesi dana JPS yang tidek diseried
konsep pemberdayean temnysta cenderung bersifet kontraproduktif, (3) sering
tedambatnya pengucuran dana JPS sehingga menimbukan kecurigaan terhadap
unsur pelaksana pemerintah; dan masih banyak lagl kekwangan lainnya yang
perlu diperbaiki’,

Menanggepi berbegai  hambatan afau  kelemahan delam pelaksanaan
program JPS tersebut,  pemerntah bersama beberapa organisasl  non
pemerintsh  sebenamyas  telah  merekomendasikan  berbagal  beniuk
penyempurnaan. Ssleh salu  bulir  penyempumnaan  yang direkomendasikan
adalah perlunya peningkatan keterlibatan berbagai komponen masyaraket dalam
tisp-tiap pelaksansan program®. Hal ini didaserken pada pemikiran bahwe
pemulihan kisis merupakan suatu proses kerjasama yang menuntut aksi konkrit
bukan hanya dari pemerntshan tetapl |uga dan organisasi non-pemerintahan

' Dikutp dalam O Masrd, Msc, "Gosd Governance Sebapsl Prasyarst Unluk Weberhasian
Pelsksangan Program Jering Feangeman Scziel (UFS)". Makalah dissmpailkan pada Lokakarya
Fembentkan Forum Lintas Pelabuw JPS Kabupsten Lirapuluh Wola, Payakumbuh, 24 Feoruan
2000, hal, 2

? Lihat Bukw Pedoman THFPF-/FS, Jakarta Bappenas, 1998;
3 jrat Buky Laporen Bulanan JPS TA 1962000, Jakarta : TKPP-JPS, 2000, hal 1



{omop) den masyaraket pada umumnya. Oleh karena i pelipstan masyarakal
merupakan hal yeng sangat penting delam melakukan berbegai  upaya
pemulihan krisis yang adil dan efektif termasuk dalam pelaksanasn program
JPS.

Forum Lintas Pelaku {(FLP) JPS yang sengaja dbentuk sebagal forum
stakeholders pade tshun 1999, bdak lain merupaken suafu wadsh otonom yang
menampung  berbagal peleku dan pemerhatl pembangunan daerah dalam
kaitannya dengan penyelenggarasn program-program  JPS. Sebagal  sebuah
wadah bersama  forum ini berujusn  untuk  melakukan  konsultasi  antara
pemerintah  daerah dengan ommop, meda massa den wakibwakil penerima
manfast program JPS dalam proses perencanasn, pemantsuan, pelaksanaan,
dan penanganan masalah atau keluhan yang Gmbul delem pelaksanaen program
JPS khususnya di tingkat kabupatenkota.

Sejak Tahun Anggaran 199972000 di Sumatera Barat telah terbentuk 14
(empat belas) FLP-JPS yang berads pads mesing-masing daerah kabupaten
den kota. Mamun dari berbagei informasi yeng berhasil dihimpun temyata bdak
semua FLP di Sumatera Barat mempunyai kinerja yang balk. Berbagai hambatan
dlalami oleh masing-masing FLP-JPS di  deaerahnya. Hambatan-hambatan itu
antara lain kerjasama yang kurang hermonis antara FLP dengan pemerintah
desrahnya, pembagian kerja yang tidak jelas antara pemerintah daerah dengan
FLP, indikstor kinerja vyang kabur, alokasi dan reslisasi dena yang fidak
transparan, ketidakmampuan yeng relatf kwang memadai dai beberapa
komponen masyarakat dan LSM yang tergabung. struktur organisasi yang
tefkesan  ambiguitas, Independensi FLP yang diragukan serta berbagai
kelermnahan lannys”*,

Kenyatsan-kenyataan yang dihaedapi cleh organisasi FLP-JPS inileh yang
menjadi menark dan  penting untuk ditelit. Organisasi atau forum  yang
sebenamys diherapkan mampu memecahkan persoalan-persoalan yang muncul
dalam penyelenggarsan program JPS, temyata juga terebek dalam persoalan-
persoalan baru yang bersifat internal.

2.MASALAH PENELITIAN

Oleh ksrena persoslan-persoelan yang muncul pada FLP-JPS ini lebih
bersifat persoalan organsasi dan manajemen, maka permesalahan yang dikaji
dalam peneltian ini dapat dirumuskan sebagai berikut |

(1) Apa dasar pertimbangan dbenuknya FLP-JPS bagalmana proses
pengesahannya dan bagaimana posisinga dalam strukiur pemerintahan
deerah di Kebupsten/Kota di Propinsi Sumatera Barat ¥

Yiihat Hevlew Parembsngsn Forum Lries Pelshu (FLF) Kabupalendiola, Marsi-Seplember
2000



{(2) Bagaimana struktur orgenisasi, tjuan serts fungsi dan kewenangan
FLP-JPS di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat?

(3) Bagaimana karakteristk organisasi FLP-JPS di Kabupaten/Kota d
Propinsi Swumnaters Barat, termasuk siapa saje yang menjadi pelaky yang
tergabung didalamnya 7

(4) Apa seja permasalehan dan hambalan yang ditemui oleh FLP-JPS
tersebit dan bagaimana mereka mengatasinya ?

(5) Bagaimana pandangan masyarakat dan lembaga penerima manfaat
program JPS terhadap FLP-JPS tersebutl ¥

3, TINJAUAN PUSTAKA

Untuk  mempelajai masalsh  penelitan i, penelti menggunakan
pemikiran-pemikiran  dan  konsep-kansep dalam ilmu  edministrasl negara.
Sedangkan pamedigma  yang dianut  adalah paradigma “administresi negara
sebagal administrasi negara’, yang dalarn  Imu  administrasl negara dikenal
sebagel paradigma lima, dimana salsh saty eksponenmya yang terkenal adalah
Herbert Simon.

Menunt Simon, terdapat dua espek perkembangen administrasi negara
yaitu aspek ilmu administrasi negara dan aspek yang menekankan pada
kehljaken publik. Aspek pefama memusatkan perhatian pada begaimana dan
mengapa organisasi bekerjs, bagaimana dan mengepa anggota orgensisasi
hertingkah laku, serta bagaimana dan mengapa keputusan dibuat. Di samping ftu
terdapat pula perhatian pada teknik-teknik mangjemen dan enslisa organisasi.
Sedangkan aspek yang kedua, memusatkan perhatian pada masalah-masalah
publik, kepentingan publik dan perumusan kebjakan pubiik™

Pandangan Simon periema-lama depat dipakai untuk menjelaskan atau
mencai  jawaban tentang kebijken atau dasar pertimbangan  dibentukmya
sebuah organisasi semacam FLP-JPS lersebut, Apakah kebjakan tersebut
dibuat atas inisiatif darl  bawah/daerah ataukah merupakan “droping”  derl
pemerintah pusat atau atasannya ?

Padangan Simon kedua dapst dipakei untuk menjawab permmasaleh kedua

bagaimana struktur  organisasl,  tujuan, fungsi dan  wewenang desl
organisasl FLP-JPS. Dan untuk melengkepi  pendengan  Simon  dipekai pula
pandangan Ralp C. Chandler dan Jack C. Plano. Menurut mereka, organisesi
adalah  kelompok indihidu yang mengusahakan - tujuan tertentu  dengan
menggunakan satu strukur yang dirancang uniuk membantu tercapainya tujuan
yang telah ditentukan.

® Lihat Al hufiz, Buk Malen Fokok Fenganiar Agminisras) hggers, Moo 3, Jakana
Drepdikbud, LT, 1985, hal 23-23



Sedangkan unfuk mengungkapkan kerskteristik organisasi FLP-JPS depat
dipakei pandangan James C. March, Herbert A. Simon dan Micholas Henry,
Mereka bertiga mengelompokkan karalteristih organisasi dalam tiga model, yaitu
{8) model tertutup (closed model); (b) model terbuka (open model) dan (¢) model
sintesls (synfhesis mode/ atau the new {radition).

Model lerlulup menggambarkan sualy organisasi yang akrab dengan
Istilah  birokrasi hirarkl, formal, rasionadd dan  mekanistk. Model terbuka
menggambarkan susty organisasi yang selalu berkaitan dengan istilahistiah
kolegial kompetilif, pasar bebas, informal, natural dan organk. Sedengken
model sintesls menggambarkan suatu organisasl yang merupaken sintesls deri
model tetutup dan terbuka. Dengen kata lain model ketiga sebenarmya bertitk
tolah deri model terbuka, namun penjelasan mengensl perilaku organisasinya
sangat dipengerunl oleh model terutup karena mempunyal kondisi yang
dimotivasi oleh kebutuhan untuk merutinkan dan merasionalkan kerja intemal
organisasi dan dalam hubungannya dengan flngkungan, Mellhat  karakteristik
organisasi yang dimiliki oleh FLP-JPS. model tertutup tampaknya lebih tepat
digunakan untuk menjelaskan model organisasl FLP-JPS di Kabupaten/Kota df
Proping Sumetera Barat.  Alasanmya karena organisasi FLP-JPS Kabupaten
/Kota cenderung bersifat birokralis, hirarkls, mekanistis dari tingkat pusat hingga
ke desa-desa.

Meski FLF-JPS cenderung memiliki kerakteristk organisasinya yang
terutup, namun sebagal sebuah forum bersama yang melibatkan  berbagai
macam stekeholders oragnisasi inipun dapat dikategorikan model terbuka.
Antinya dengan mekhat siapa yang bergabung dalam forum inl jelas FLP-JPS
depat diketegorikan sebegai sebuah organisasi terbuka Mamun sejauh mana
sift  keterbuksannya dapat difhat dan  tngkat kompetisi diantara peara
anggotenya, tingkat skuntabiltasnya serta proses-proses pembustan keputusan
dalam organisesi fersebul, Namun yeng paling penting menurut Henry, bahwa
sebuah organisasi dapat dikatekan mempunyal kerakterstik terbuka adalah
sejouhmana  oranisasl  tersebut  tengoap terhadap  perubahan-perubahan
lingkungannya serta selalu mengambil pelsjaran dari  kesalahan-kesalahan
terdahuly  yang pemah dibuatnya den berusaha untuk tidak mengulanginyg.
Dengan melihat pemmasalahan-pemmasaiahan yang muncul dalam organisasi ini
dan bagaimana mereka mengatasinya serta bagalmana pandangan masyarakat
tehadap FLP-JPS dapat kirenya diketahui bagaimana sebenamya karaketristik
organisasi FLP-JPS Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat,

4 METODE PENELITIAN
a.Pendekatan Penelitian

Metode penelition yang digunakan dalam penslitian Ini adalah metode
kuglttalif dimana date diperoleh melalui teknik patisipan den wawancara sera
dokumentasi. Dengen mengguneken metode peneitian ini sefidaknya ada 10
(sepuluh) dlasan yeng dapal membantu pensiian inl dari 13 kerakteristik yang



dikernukakan oleh David. D. Wiliams®. Pertama, pengumpulan data dalam

penelition kualitefif dilakukan dalam latar belakang yang wajarfalamish (nafural
sefting). Peneltl kualitatif lebih tertarik menelash fenomena-fenomena sosla
budaya dalam suasana yang berlangsung secara aslamiah, bukan dalam kondisi
vang terkendali atau |aboratoris sifatmya

Kedua, kebenyakan peneliti lualitstif sangat kaya den sarat dengen
deskripsi, Penelii  yang ferdorong  untuk  memahami  fenomena  Secara
menyeluruh tenfimya harus memahami segenap konteks dan melakukan analisis
yang holistik. yang tentu saja periu dideskripsikan.

Ketiga, penefiti merupakan instrumen utama dalam mengumpultkan data
den menginterpretasikan date, Alat-alat yeng lein seperi angkel tes film pita
rekaman, dan sebagainya hamvalah sebagai  alat bentu  (bila  memang
diperiukan), bukan pengganti penelifi ity sendii sebagal penghkonstruksi realitas
ates dasar pengalamennya di medan penelitian,

Keempat, meskipun peneliian kualitatif sering memperhatikan hasil dan
akibat dari berbagai vedabel yang saling membentuk secara simultan, nemun
lebih lazim menelaah proses-proses yang fterjad, termasuk di  dalamnya
bagaimana orang-orangnya safing berinteraksi dalam latar alamish yang menjadi
medan penefitian.

Kelima, kebenyakan penefitan kuaitatif menggunakan analisis  indukdif
teutama  pada  tshaptshap  @welnya.  Dengen demikian askan  terbuka
kemungkinan muncultye masalah dan  Tokus penelitian pada hakhal yeng
mendesak dan bemnilai. Jadi peneliti tidak berpegang pada masalah yang telsh
dibatasi sebelumnya.

Keenam makra d bellk tingkah fleku manusia merupakan hal yang
esensial dalam penelitian kuslitatif. Peneliti tidak hanya terark pada apa yang
dikataken steu dilakukan menusia yang satu terhadap manusia lainnys, tetapi
juga pada makna dar sudut pandangan mereka masing-masing.

Ketujuh, menuntut sebanyak mungkin  pada penelii untuk  melzkukan
sendii peneltian di lapangan. Artinya sebagai tangan pertama yang mengalami
langsung di lapangan

Kedelapan, orangoreng  yang  dipelajai  diperhitungkan  sebagal
partisipan, kensultan etau kolega peneliti dalam menangan| keglatan peneliian.

Kesembilan, perspeklif emic parisipan sangat diutamakan den dihergai
tinggi. Sehingga minat penelii banyak tercurah pada bagaimana persepsi chan
makna menurut sudut pandang subyek yang sedang diteliti.

Kesepuluh, pengambilan sampel bissanya dilakukan dengan  cara
purposive rasiona (fogical purposive sampling).

U | ihat David O. Williams dalem Sansfhigh Faisa, Penshiisn Huslilalif - Dessr-Desar dan Aglikes)
halang - YA3, 1530, hal, 1820



b. Teknik Pengumpulan Data,

Teknik  pengumpulan  dats  yeng  digunakan  adalsh  dokumentasi
wawencara dan observasi. Sumber dala dokumertasi yang digunskan adalah
berupa kebijakan-kebijakan bak di  tingkat Pusat ateupun  daerah  yang
berhubungan dengan program-program JPS dan FLP-JPS, Buku Pedoman JPS
den Biku Laporan Bulanen TKPP-JPS den Buku Review Perkembangan Forum
Lintas Pelaku Kabupaten/Kota Maret-September 2000 dan rangkuman  berita
media massa mengenal FLP-JPS. Sedangkan teknlk wawancara  dilakukan
melalul wawancara tak berstruldur, artimye  peneliti mengajukan pertanyaan-
pertanyaan secara bebas dan leluasa tanpa terkat oleh susunan pertanyaan,
meski dalem pkiren penelii tentu saja tersedia “cadengan masalah” yang
berkaiten dengan masalsh yeng ditelii, Teknik observasi diakukan di lapangen
pada spat kunjungan ke selretarat-sekretadist FLP-JPS. Hal Ini difujukan untuk
mengetahul cara kerja keseharian mereka dan masalah lain yang relevan

c. Pemilihan Informan,

Rrtena vyeng dijadkan sendaran dalam pemilhan informan  untuk
dwawancaral dan untuk dilekukan observasi adalah -

(1) Informan mefupakan orang yang telah cukup lama dan ntensif * menyatu”
dengan kegieten FLP-JPS dan meden siifitas yang menjadi saseran
perhalian pensliti.

{2) Informen  adalah orang yang mempunya cukup banyak wekiu  atau
kesempatan untuk dimintai infonmasi.

d, Populasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini yang semula mencoba untuk mengambll beberapa sampel
(purposive sampiing) darl 14 FLP-JPS yeng ada di Kebupaten/Kota di Propinsi
Sumatera Barat, diantaramya di FLP-JPS Kota Padang, Kabupaten Tanah Dater
dan Kebupaten Lima Pulih Kota, nemun dari observasi awal yang diekukan &m
peneliti teryata harya FLP-JPS Kabupaten Lima Puluh Kota sgia yang telah
sigp  memberikan  dokumen tertulisnya tenteng laporan  kegiatan JPS  di
daerahnya. Sedangkan ketiga deerah |zinnya selain bdak memiliki sekretariat
yang jeles juge para anggola dan personalianya sudah tidek dapat lagl dilacak
untuk  dwewancarsl  epslagi  untuk  dimintal  keterangannya mengenai
dokumenflaporan  tertulis  kegiatan FLP-JPS df  daershnya masing-masing.
Sampal penelitian inl berakhir, Sekjen FLP Propinsi Sumatera Barat sendii
belum mendapatkan laporan tertulis dari semua FLP-JPS Kahupaten dan Kota' .
Oleh karena itu subyek pensfilien yang ditetapkan pada peneliian disrahkan
peda FLP-JPS Kabupaten Lima Puluh Kota yang secara administratif telah
memilild laporan tertulisnya dan lebih siap untk dichservasi dan diwawancaral,

" Wawancara dengen Sde Nawer, Spd [Sebretars Jenderml FLE.JPS Propinsi Sumatera Barat)
pada tgrggal 15 September 2009



e |

5. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Penentuan Bidang dan Program Kegiatan JPS

Meski disadari bahwa pengambilan sampel| terhadap Kabupaten Lima
Puluh Kota tidak dapat mendiskripsikan tentang permasalahan-permasalahan
yang dibadapi oleh ke-14 Forum Lintas Pelaku yang ada di Propinsi Sumatera
Barat, namun setidaknya permasalahan FLP-JPS d kabupaten ini dapat
menggambarkan bagaimena sesungguhnya karekteristik dan permasalahan yang
dihadapi oleh sebuah organisasi publik yang menjadi milra pemerintah daerah
dalam mengatasl krlsls ekonomi masyarakat.

Apabila melhat bidang dan program JPS yang dilaksanakan di Kabupaten
Limapuluh Kote dapat diketabui babwa dari lima bidang kegiatan dan dua beias
program JPS yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, Kabupaten Limapulub
Kota mendapatkan hanya 4 (empat) bidang kegiatan dengan 9 (sembilan)
program. Bidang program tersebut secara rincl dapat dikemukakan sebagai
berikut .

a. Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras

COPFK Beras ini tersebar di setiap kecamaian induk dan perwakilan dengan
jumlah penerima 104.593 Kepala Keluarga,

b. Pengembangan Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras

Jumiah  kecamatan penerima ada dum kecamatan, yeitu kecamatan Suliki
Gunung Mas dan Kecamatan Gunung Mas. Alasan dipilihnya kedus kecamatan
ini karena dalam Program Pembangunan 50 Kota, kedua kecamatan ini telah
ditetapkan sebagai sentra peternakan di kabupaten ini. Sedangkan jumilah
kelompok tani yang sudah terbentuk sebanyak empat kelompok, vyaitu dua
kelompok di kecamatan Sulki Gunung Mas (Kelompok Tani "Subur® dan
Kelompok Tami "Harapan Baru)dan dua kelompok di kecamatan Gunung Mas
(Kelompok Tani “Ingin Maju" dan Kelompok Tani “Sakato”). Measing-masing
kelompok ini beranggotakan 25 arang.

c. Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) Dikdasmen.
Jumlah penerima beasiswa adalah sebagai berikut:
{1). SDM| berpumiah 1801 siswa
(2). SLTR/MTS berjumlah 21332 siswa
{3). SMU/SMKMIA berjumiah 646 siswa
Sedangkan realisasi DBO adalah sebagai berikut;
(1) SDMI/SDLE berjumiah 153 sekalah
(2). SLTP/MTS berjumlah 23 sekolah
(3). SMUWSMEK/MA berjumiah 9 sekolah



¢. Dapa Bantuan Operasional (DBO) Perguruan Tinggi

Perguruan Tingg yang menapat DBO ini adalah Politeknik Pertanian Universitas
Andalas di Tanung Pati, yang pelaksanaannya tidak dapat dipantau karene
pengelolaannya langsung ditangani oleh TKPP Pusat,

d. Dana Operasional dan Pemeliharaan (DOP) SD/ME

Di kabupaten 50 Kota ada 388 SD dan & MI yang mendapat DOP, namun yang
diambll sebagai sampel daerah penelitian adalah SD 28 Tanjung Medan

Pangkalan
f. Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK)

Penerima program JPS Bidang Kesehatan ini adalah masyarakat miskin yang
tersebar o semua wilayah kera Puskesmas di tiep-tiap kecamatan di
lingkungan kabupaten 50 Kota.

. Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Sosial (JPS-BS)

Penerima manfaat program JPS-BS di kabupaten 50 Kota ini adalah enam
buah Panti Asuhan, yaitu:

(1). Panti Bunda Tercinta di Kecamatan Guguk
(2). Panti Asuhan Muhammadiyah di Kecamatan Guguk
{2). STV Jasa lbu di Kecamatan Luhak
(4). Bustanul Ulum di Kecamatan Luhak
(5). SDLE Tarantang di Kecamatan Harau
(6). SDLE WUuran Kasih di Kecamatan Gunung Mas
h. Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

Jumlah sekolah yang mendapat PMT-AS di Kabupaten 50 Kote adalah 144
sekolah dengan jumlah murid 13,920 murid tersebar di 76 desa dari 180 desa
yang ada.

Penentuan bidang program tersebut sebenarnya bukanleh berasal dari
pemerintah kabupaten sendiri (apalagi inisatif dari masyarakat), tetapl merupakan
kebijakan pemerintah pusat. Karena pada dasarnya program JPS ni memang
sudah menjadl menjadi kebijakan pemerintah pusat dalam hal inl Bappenas yang
dijalankan oleh suatu tim yang disebut dengan Tim Koordinasi Pengelole Program:
Program JPS (TKPP JPS). Bidang kegiatan dan program JPS i sendirl dapat
dilihat dalam Buku Kebijaksanaan Pokok dan Penyempurnaan Program-FProgram
JPS yang dikeiuarkan oleh Bappenas pada tahun 1899, yang didalammya berisi 3
(lima) bldangkegiatan dengan 12 (duabelas) program. Mengapa Kabupaten
Limapuluh Kota mendapatkan kucuran dena JPS hanya untuk empat bidang
kegiatan dan sembian program, sekali lagl itupun juge atas persefujuan dari
TKPP-JPS Pusat sedangkan Bupatl hanyalah menerbitkan Surat Keputusan (SK)
saja.



Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip dasar kebijakan program JFS
ity sendiri yang menghendeki adanya (a) transparansi dalam pengefolaan
(transparency); (b) cepat dalam penyampaiannya: (c) langsung dan tepat sampal
kepada sasaran penerima manfaat, (d) dapat dipertanggungjawablaan
(accourtable); dan {e) perlisipatif dan potensial untuk berkelenjutan™. Prinsip
akuntabilitas dan partisipatif inllah yang semestinya lebih dprioritaskan dalam
penentuan bidang dan program kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten
Lima Puluh Kota dan bukan penyerageman kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh
TKPP-JPS Pusat, Karena apabila melihat kondisl sosial ekonomi Kabupaten
Limapuluh Kota, diperoleh data bahwa dengan jumlah penduduk lebih lkurang
375,355 jwa, hanya 17.860 |uta jwa atau sekitar 5,48 % yang berada di bawah
garis kemiskinan. Dan apabila melihat persebaran sektor mata pencahanannya
ternyata penduduk Kabupaten 50 Kota sebagian besar hidup dari dari sektor
pertanian yaitu 52,84 persen dan sisanya bekerja pada sektor jasa {15,97%),
sektor pedagangan (15,09%), sektor industri (7,01%) dan sektor finnye (8,11%).
Sudah semestinya penetuan bidang program dan penerima manfaat juga
dlarahkan pada kondisi ril tersebut.

Selain itu apaebila diihat kemball later belakang dan tujen dibuatnya
program JPS, bahwa sebenarnya program ini idak lain ditujukan untuk memutar
kembal roda perekonomien rakyat yang terkena dampak knsis ager fidak
merosot lebih dalam lagi. Dan  oleh kerenanya pemerintah telah melakukan
perubahan orientasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Perubehan itu ditujuken semata-mata untuk menjawab persoalan dan memenuhi
kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak, realistis, dan operasional. Oleh
karena itu program JPS yang dilaksanakan di Kabupaten Limapuluh Kota ini pun
hendaknya dilaksanakan juga didasarkan pada prioritas yang mendesak, realistis
dan operasinal apakah melali strateq penyelamatan (rescue) ataukan strategi
pemulihan (recovery} menuju pada kondisi yang normal, yang sifatnye tidak
overlap dengan tahap sebelumnya.

b. Pembentukan Organisasi Pelaku Program JPS

Organisasi pelaksanaan Program JPS o Kaebupaten Limapuluh Kota
sepertl juga halnya i daerah-daerah lain di Indonesia, telah diorganisasikan oleh
Bappenas yang melputi pelaku-pelaku program, struktur organisasi pengelola,
koordinasi, tata hubungan ketja atau mekanisme kerjs, mekanisme pelaporan,
penilaian, upaya bukum, dan termasuk juga persoalan pendanaan dan
pertanggunganjawabnya secara khusus maupun rinci. Semua ini akan dijelasken
satu persatu dalam bagian-bagian berikut ini.

Secara nasional organisasi pelaku-pelaku program JPS disusun mulal dari
tingkat pusat, tingkat propinsi. hingga ke tingkat kabupalen/kota. Di lingkat pusat

“Lihat Buky Kebijaksanaan Pokok dan Penyempurnaan Program-Program Jaring
Perngarman Sogial, Jakarta | Bappenas, 1959



Gambar/bagan struktur  orpanisasl pelaku program JPS  tersebut
sebenarnya merupakan pola bagan organisasi yang di‘droping” dari Pusat dengan
maksud untuk menyeragamkan seluruh struktur organisasi pelaly program JPS
yang ada di indonesia. Meskipun tata kerja antara organisasi pelaku program di
pusat dan di kabupatenkota bukaniah merupekan garis hirarki struktural tetapi
sebatas garis koordinasi, namun jefas kebiakan semacam Ini tetap tidak
mengubah prinsip dasar perubahan orientasi yang dikehendaki dalam program
JPS. Bagaimana halnya dengan Forum Lintas Pelaku yang merupakan forum
tertinggl delam pelaku program JP3 ini. Apakah memang benar hubungan tata
kerjanya antara FLP Pusat dan FLP Kabupaten/Kota sebatas garis koordinasi
dan bukan garis struktural ?.

¢, Forum Lintas Pelaku (FLP) JPS

Secara fungsional Forum Lintas Pelaku JPS (FLP-JPS) merupakan salah
salu pelaku program yang memegang peranen terpenting dalam pelaksanaan
pregram JPS. Forum ini merupakan suatu wadah oltonom yang menampung
berbagal pelaku dan pemerhatl pembangunan daerah untuk menyelenggarakan
konsultasi pembangunan antara pemerintah dengan kalangan masyarakat madani
(yang terdiri dari LSM, orgaonisasi keagamaan, pergurugn tinggl, organisasi
massa, media massa, perusahaan swasta, tokoh masyarakat, dan wakil-wakil
penerima manfaat) khususnya dalam proses perencanaan, pemantauan dan
fasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program
JPS ditingkat kabupatenfkeota,

Secara historis forum ini sebenarnya terbentuk sebagal reaksi atas
berbagai kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan program JPS di berbagai
daerah di tanah air. Forum ini lahir atas kesepakatan Masyarakat Madani yang
terdirl dari berbagal komponen masyarakat dalam sualu peftemuan yang
diselenggarakan pada bulan April 1959 di Jakarta. Pada pertemuan itu berhasil
disepakati mrdanyn 13 rekomendasi untuk perbaikan program-program JPS TA
1989072000, Dar ke-13 bubr rekomendasi tersebul, terdapat 4 o antaranya
menjad dasar bagi pembentukan FLP-JPS, yaitu:

“{Butir 1) Dibutuhkennya transparansi tentang kapan JPE dilakukan, kemana dan
begaimana sistem alokas| dana serfa siapa yang memperoleh dana
tersebut;

{Butir 4) Perlunya keterlibatan aktif masyarakat penerime dana JPS, bukan
mekanisme satu arah seperti pelaksanaan JPS tahun anggaran
1998/1999;

{Butir 10) Dilibatkannya pihak independen dalam memonitor kerja JPS;

(Butir11) Diwusulkan adanya I-:eg_ga sama antara pemerintah, LSM dan Masyarakat
Penerima Dana JPS®

U Ibid
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Sebagaei salah satu bentuk dari penyempurnaan (balk substansi maupun
pengarmanan) program-program JPS TA 15999/00 maka dipersyaratkan bag
TKPP-JPS untuk menyiapkan dan memfasiitasi keberadsan dan pembentukan
FLP-JPS pada tingkat nasional dan tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan ini maka
di kabupaten Limapuluh Kota telah dibentuk FLP-JPS pada langgal 24 Februari
2000 di Hotel Mangkuto Payakumbuh 31 . yang kemudian dikukuhkan dengan SK
Bupati Momor 114/BLK/2000, tertanggal 5 April 2000, Oleh karena menurut Buku
Pedoman, wadah semacam ini tidek harus diben nama FLP maka forum ini diberi
nama Komite Independen Pemantau Pembangunan dan Ekonomi Rakyat 50 Kota
(KIFFER 50 Keota), yang terdiri dari berbagai komponen masyarakat di daerah
kabupaten Limapuluh Kota

FLP-JPS ini mempunyal tuuan, fungsi dan ruang lingkup kerjanya
tersendirid2. Tuuennya meliputi empat hal yakni; (1) memfasilitasi peluang
partisipasi bagi masyarakat dan pelaku-pelaku yang berkepentingan ternadap
program JPS tehun anggeran 1899/00; (2) menyebaruaskan informasi yang
berkenaan dengan program JPS tahun annggaran 1999/00; (3) sebagai forum
perternuan bersama dalam penanganan pengaduan; (4) mendapatkan masukan
bagi perencanaan dan pelaksanaan program,

Adapun fungsi FLP-JPS meliputi: (1) sebagai wadah sinergi para pelaku
yang berkepentingan dengan pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial tahun
anggaran 1598/060; {2) farum konsultasl antara pemerintah dan pelaku-pelaku non-
pemerintah yang berkepentingan terhadap program-program JPS TA 18999/00
dalam hal kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi; (3} sebagal wadah
pemecahan masaleh bersama yang dihadapi selama pelaksanaan program.

sedangkan ruang lingkup kerja atau wewenang FLP-JPS secara umum
mencakup : (1) memberikan masukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasl program JPS tahun anggaran 1898/2000 kepada TKPP-JPS; (2
melekukan sosialisasl kepada berbagai pihak, balk mengenai hasikhasil yang
disepakall pada forum flintas pelaku maupun mengenal program  JPS tahun
anggran 1929/00; (3) mengkoordinasikan pemantauan Independen yang dilakukan
oleh organisasi nonpemerintah terhadap pelaksenaan program JPS tahun
anggaran 1999/00; {(4) menyusun laporan kegatan forum secara berkala; (5)
mendistribusikan Iaporan kegiatan forum kepada TKPP-JPS pusat, propinsi, dan
kabupatenfkota, Tim Pengendali, Tim Monitoring Independen, dan pihak-pihak lain
yang membutuhkan,

Keanggotaan forum bersifat terbuka bagi semua pelaku yang ingin
mendaftarkan diri menjad anggota. Untuk keanggotaan FLP di tingkat nasional,
anggota FLP minimal terdiri darl perwakilan TKPP-JPS pusat, perwakitan TIM

VLinet Lagoran Risaigh FPertemuen Forum Lintas Felskuy JPS Homife independen Femantsu
Fambargunan dan akoneml Fakyel Kebupalan 50 Kofa, Payakumbuh: TERFP-IPS Kabupaten S0
Kota, 2000

Y oecit, hal 4
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Pengendall, perwakilan FLP propinsi, perwakilan DPR, individu deri LSM, Individu
dari perquruan tinogi, individu dari organisasi profesi, dan indiidu dari media
massa: sedangkan (2} di tingkat kabupaten/kota anggota FLP minimal terdirl dari
perwakilan TKPP-JPS kabupatenfkota, perwakien DPRD kabupatenfkota,
individu daeri  masyarakat penerima  dana JPS di kabupatenfkota yang
hersangkutan, individu dari media massa, indvidy dari LSM,  individu darl
perguruan tinggi, dan individu yang mewakili masyarakal umum.

Struktur organisasi FLP terdin dari: (1) Forum sebagel pemegang
keputusan tertinggi dan (2) Baden Pelaksana sebagal pelaksana harian FLP.
Struktur Badan Pelaksana minimal terdiri dari tiga orang dengan ketentuan satu
arang perwakilan dari pemerintah yang diberi mandat tertis cleh Ketua Tim
Pelaksana TKPP-JPS untuk Badan Palaksana FLP di tingkat nasional dan
BupatiWWalikota untuk di tingkat kabupatenfkota ditembah dua orang Yang
mewakili organisasi non pemerintah.

Melhat tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh FLP jelas
organisasl ini bersifat formal dan cenderung birokratis. Meskipun keanggotaannya
relatif terbuka namun unsur formalitas dengan persyaraten-persyaratan yang
melibatkan unse pemerintah membuat organisasi ini tampak menjad semacam
“birokrasi. bayangan. Terlebih lagi legalitas keberadaan FLF juga memerlukan
adanya kesbsahan dan legalitas hamus disahikan {ditandatangani) oleh unsur
daerah, unsur DPRD. dan juga wakil masyarakat madani. Bahkan dalam Surat
Keputusan Ketua Tim Pelaksana TKPP-JPS dan juga SK Bupatin®alkota yang
mensahkan permbentukan faruam ini paling tidak harus bensikan struktur organisasi
FLP, nmama-nama pengurus Badan Pelaksana dan organisal yang diwakiiimya,
nama Ketua Forum, fujuan pembentukan FLP, sumber dana operasionalisasi FLF,
dan mekanisme pelaporaniya

Begitu pula halnya dengan FLP Kabupaten Limapuluh Kota yang telah
disahkan melald SK Bupatl Nomor 114/BLK/200033 tertanggal 5 April 2000,
meskipun strukiur organisasi FLP-JPS tersebul cenderung tampak independen
namin dalam tate kerjanya masih harus mengkuti mekanisme tata kerja yang
telah diatur oleh TKPP-JPS Pusat. Hal Ini cukup beralasan karena darl seluruh
bidang program JPS yang ditetapkan di Kabupaten Limapuluh Kota, selurun
penanggungawab  dan mekanisme penyalurannye  tetap melibatkan unsur
pemerintah setempat (libat tabel 1) -

3 ihat SK Bupsti 50 Kola Nomor 14 BLIZ000, Peyakumbul Bappeds, b



6 KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan

Program JPS (Jaring Pengaman Sosial) yang secars nasional mulai
dilaksanakan pada tahun anggaran  199B/1985 semula ditujukan  untuk
menyelamatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak krisis,
Mamun dalem pelaksanaannya, program yang mendapat bantuan dari Bank Dunia
N justru mengalami banyak kelemahan dan hambatan. Dari pelaksanaan lima
bidang kegiatan yang menjadi garapan program JPS ternyata tidak dipercleh hasil
yang optimal sebagaimana tujuan yang dinginkan dalam program JPS ini.
Berbagai kelemahan dan hambatan telah banyak dicatat baik oleh kalangan ahlj
maupun organisasi pemerintah dan non pemerintah baik di dalam maupun dari luar
negeri. Meskipun berbagai perbaiken atau penyempurnaan telah dilakukan, namun
setidaknya perbaikan yang telah diakukan ternyata belum berjalan mulus.

Begitu pula Forum Lintas Pelaku (FLP) yang dibentuk pemerintah berkaitan
dengan pelaksanaan program JPS dari tingkat pusat hingga daerah juga
dihadapkan pada berbagai kelemahan den hambatan. Forum yang diharapkan
akan menjadi wadah otonom bagi para pelaku dan pemerhati pembangunan
dasrah berkaitan dengan program JPS termyata juga mengalami berbagai
persoalan. Berbagel persoalan yang akhirmya juga menjadi hambatan bagi FLP-
FLP, termasuk FLP-JPS Sumatera Barat, diantaranya menyangkut hubungan
kerjasama yang kurang harmonis antara FLP dengan pemerintah daerah, adanya
pembagian kerja yang tidak jelas dengan pemerintah daerah, independensi FLP
yang diraguian, struktur organisasi yang mengesankan ambiguitas, alokasi dan
reglisinsi dana yang tidak transparan, indikator Kinerja vyang kabur, relatif
lemahmya kemampuan para pelaku yang tergabung dalam FLP serta masih
banyak persoalan-persoalan leinnya yang tampaknya masih menyelimuti FLP-FLP
di Fropinsi Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian yang semula hendak dilakukan pada enam kabupaten dan kota di
Sumatera Barat yang ditentukan melalui teknik purposive sampling, namun
ternyata dari 14 FLP-JPS yang ada di Sumatera Barat hanya satu FLP yang telah
menylapkan laporan tertulisnya, yakni Kabupaten Limapuluh Kota. DI samping
karena FLP-JPS yang lain belum siap dalam memberikan leparannya juga karena
banyak diantara pelaku program di daerah tersebut yang sult dilacak ketika
penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan hasll observasi dapat diketahui bahwa pemerintah daerah
memainkan peran yang paling aktif dalam pembentuk FLP, mulai dari tahap
pembentukan hingga pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah, Oleh
karenanya kedudukan FLP di sebagian besar kotafkabupaten di Sumatera Barat
lebih terkesan menjadi alat legitimasi bag  pemerintah {daerah) dalam
menawarkan program-program JPS. Hal Ini juga didukung dari karakteristic
organisasi FLP yang cenderung hirarkis dan birckratik dalam setiap aspeknya,
mulai dart struktur organisasi, pola koordinasi, hubungan kerja, penaluran dang
dan pola pelaporannya yang stereotipe
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Selain didukung oleh tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang tertuang
dalam Buku Pedoman Tim Koordinasi Pengelola Program-Program  Jaring
Pengaman Soslal (TKPP-JPS) dan juga Buku Kebjaksanaan Pokok dan
Penyempurnaan Program-Pregram JPS, kenyataan di lapangan menunjukkan
bahwa FLP-JPS di Kabupaten/Kote di Propinsi Sumatere Berat khususnya di
Kabupaten Limapuluh Kota [ebih tepat dikafegoriken sebagai organisasi dengan
karakteristik model tertutup. Meskipun keanggotaan forum ini juga melbatkan
berbagal komponen pelaku program JPS yang berasal dari masyarakat madani,
namun tipologi organisasi yang formal. birokratie. rasional dan mekanistik jelas
tampak dalam pelaksanaannya bailk dari tingkat Pusat hingga ke desa-desa.

b. Saran

Melihat temuan-temuan yang diperoleh dalam pereliian n seskan terlihat
bahwa bDanyak pemmaselahan yang dihadapi clen FLP-JPS  khususnya di
Kabupaten Limapuluh Kota i Mamun selideknya Derbagal permesaianan vang
terjadi tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi pemerintzh dan juge amop vang
tergabung di dalamnya untuk semantiasa mendorong dan terus mesyvemournakan
proses partisipasi pubik dalam pengambilan dan pelaksansan kepuusan
mengenai program-progran JPS yang sampail saat inl masih terus dgéskssnscan
Dengan peryempurnaan yang terus menerys ini, diharapkan FLP-JPS odak hanye
sekadar menjad ruang bagi parbsipasi publik, tetapi ia juga menjad lembage
pemantau yang efektif dan sekalipus menjedi wadah untuk membanoun
mekanisme dialog Khususnya dalam proses pembuatan dan peleksanzan
kebijekan. Dengan demikian pemulihan situasi krisis yang berkepanjangan ini
dapat segera teratasi secara adil dan efektif melalui suatu kerjasama yang konion
dari semue pihak.
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